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KEPALA DESA GEDONG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GEDONG
NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEDONG,

Menimbang	: 	a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelengaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Desa Gedong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
Mengingat      : 	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  53 );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  );
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2016 Nomor 48);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain - Lain Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal  Nomor 5 Tahun 2017 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain - Lain Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 48);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
52. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean  Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
53. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
54. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor ….tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gedong kepada BUMDesa;
55. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
56. Peraturan Desa Gedong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan  Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDONG
dan
KEPALA DESA GEDONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan 	:	PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDONG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Desa	Rp.       	2.828.018.734,00
1. Belanja Desa	
a. 	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.     727.224.400,00,00   
b. 	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.       1.327.275.000,00
c. 	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.              5.000.000,00
d. 	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.          525.509.000,00
e. 	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp.          214.750.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.       2.748.249.400,00
Surplus/Defisit	Rp.	     79.769.334,00
	= = = = = = === = = = = = =
2. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.        13.171.386,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.        35.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.        57.940.720,00
	= = = = = = = = = = = = =


Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :
1. Lampiran I 	:	Laporan Keuangan (CALK);
2. Lampiran II 	:	Laporan realisasi kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran II 	:	Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
	
Telah di Evaluasi  Bupati/walikota
a.n. Camat .......
ttd
(...............................................)
	Ditetapkan di  Gedong
Pada tanggal   18 Maret 2024

KEPALA DESA GEDONG




SUWARNO




Diundangkan di 	Gedong
pada tanggal      	19 Maret 2024

SEKRETARIS DESA GEDONG




MOH MAHFUD

LEMBARAN DESA GEDONG TAHUN 2024 NOMOR ....
BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD
Nomor:       /BA/DS/Gd.P/2024
Nomor:       /BA/BPD/ Gd.P /2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GEDONG KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

	1. SUWARNO
	:
	Kepala Desa Gedong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gedong selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU


	1. BUDIYONO
	
	Ketua BPD Desa Gedong


	NURHADI
	
	Wakil Ketua BPD Desa Gedong
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gedong selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

	
Menyatakan bahwa:
0. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
0. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
0. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
0. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Patean untuk mendapatkan evaluasi selambat–lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.






	
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


	Mengetahui,

	Kepala Desa,



SUWARNO
	Ketua BPD,



BUDIYONO

	
	
Wakil Ketua BPD,



NURHADI

	
	Sekretaris BPD,



WAHYU PURBOSARI



 
 
 
 
 
 
 
 
 














 
 
 
 

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDONG
PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum’at tanggal Satu  bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Gedong, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Gedong, Kecamatan Patean Kabupaten Kendal mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Pembahasan Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	BIDANG/SUB BIDANG
	KEGIATAN/PAKET KEGIATAN
	ANGGARAN APB DESA
	REALISASI APB DESA
	SELISIH +/-

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

	a. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	46.200.000,-
	46.200.000,-
	00.00,-

	
	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	472.872.400,-
	472.872.400,-
	00.00,-

	
	2. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
	29.817.636,-
	29.817.636,00
	00.00,-

	
	3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
	39.828.764,-
	39.828.764,-
	00.00,-

	
	4. Penyediaan Tunjangan BPD
	39.600.000,-
	39.600.000,-
	00.00,-

	2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

	a. Sub Bidang Pendidikan
	1. PenyelenggaranTK/TPQ/Madrasah NonFormal
	16.500.000,-
	12.000.000,-
	4.500.000.00,-

	
	2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
	18.000.000,-
	18.000.000,-
	00.00,-

	
	3. Dukungan Pendidikan bagi Siswa
	22.500.000,-
	00.00,-
	22.500.000,-

	b. Sub Bidang Kesehatan
	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes
	49.975.000,-
	49.975.000,-
	00.00,-

	
	2. Penyelenggaraan Posyandu
	31.125.000,-
	31.125.000,-
	00.00,-

	
	3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
	6.950.000,-
	6.950.000,-
	00.00,-

	
	4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	6.950.000,-
	6.950.000,-
	00.00,-

	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
	865.300.000,-
	865.300.000,-
	00.00,-

	
	2. Pembangunan Pengera san Jalan Lingkungan
	215.000.000,-
	215.000.000,-
	00.00,-

	
	3. Belanja Pemeliharaan Jalan
	63.000.000,-
	63.000.000,-
	00.00,-

	
	4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
	59.000.000,-
	59.000.000,-
	00.00,-

	d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

	a. Sub Bidang pembinaan kemasyarakatan
	1. Operasional KPMD
	5.000.000,-
	5.000.000,-
	00.00,-

	e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

	a. Sub Bidang Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
	58.501.000,-
	7.000.000,00
	51.501.000,00

	b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
	1. Penyuluhan Pemberdayaan
	21.000.000,-
	00.000.000,-
	00.00,-

	c. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	1. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
	446.000.000,00
	00.000.000,-
	00.00,-

	f. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa

	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
	1. Penanggulanan Bencana
	92.350.000,00
	00.000.000,-
	00.00,-

	b. Bidang Keadaan Mendesak
	1. Penanganan Keadaan Mendesak
	122.400.000,00
	00.000.000,-
	00.00,-

	JUMLAH
	2.836.750.400,-
	2.748.249.400,-
	88.501.000,00



B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan dengan catatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Ketahanan pangan untuk di masukkan ke silpa tahun anggaran 2024
2. Kegiatan Insentif Guru Paud yang tidak Terserap untuk di masukkan ke silpa tahun anggaran 2024







Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GEDONG

	1. Ketua / Anggota
	:
	BUDIYONO
	(................................)

	2. Wakil Ketua/Anggota
	:
	NURHADI
	(................................)

	3. Sekretaris / Anggota
	:
	WAHYU PURBOSARI
	(................................)

	4. Anggota
	:
	EKO RITOWO
	(................................)

	5. Anggota
	:
	JOKO HARIYANTO 
	(................................)

	6. Anggota
	:
	JUWITO
	(................................)

	7. Anggota
	:
	SUGITO
	(................................)

	8. Anggota
	:
	AGUS NASIR
	(................................)

	9. Anggota
	:
	ROHMIN
	(................................)





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
REALISASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal	:	Senin, 18 Maret 2024
Jam	:	09.00 WIB s.d. selesai 
Tempat	:	AULA Balau Desa Gedong
Kehadiran	:	Laki-laki 	=	............ orang
		Perempuan 	=	............ orang
Susunan Acara	:	1.	Pembuakaan
		2.	Sambutan Ketua BPD
		3.	Sambutan Kepala Desa Gedong
		4.	Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
		5.	Penutup.
Pimpinan Rapat 	:	BUDIYONO

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD (BUDIYONO)
· Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran gekiatan tahun 2023 sudah sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan
· Kegiatan yang tidak terserap 100 % untuk segera dimasukkan ke Silpa Tahun Anggaran 2024

3. Sambutan Kepala Desa (SUWARNO)
· Keterbatasan Pagu ADD yang menjadi kendala tidak teranggarkanya beberapa Kegiatan
· Alhamdulillah Pagu Dana Desa Terjadi Penambahan Anggaran oleh Pemerintah Pusat akibat perbaikan kinerja keuangan pemerintah desa 

4. Musyawarah Penyepakatan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
· Menerima Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Kepala Desa
5. Penutup/Do’a


HASIL RAPAT	:	Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.



KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN RAPAT:
· Kegiatan yang tidak terserap 100 % untuk segera dimasukkan ke Silpa Tahun Anggaran 2024
· Menerima Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Kepala Desa

	
Pimpinan Rapat,




BUDIYONO
	Gedong, 18 Maret 2024
Sekretaris Rapat,




WAHYU PURBOSARI



 
 
 
 
 
 
 
 
 

























DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Desa	: Gedong 
Hari/ Tanggal	: Senin, 18 Maret 2024

	NO
	NAMA
	JABATAN/
UNSUR
	TANDA TANGAN

	1. 
	
	
	1.

	1. 
	
	
	2.

	1. 
	
	
	3.

	1. 
	
	
	4.

	1. 
	
	
	5.

	1. 
	
	
	6.

	1. 
	
	
	7.

	1. 
	
	
	8.

	1. 
	
	
	9.

	1. 
	
	
	10.

	1. 
	
	
	11.

	1. 
	
	
	12.

	1. 
	
	
	13.

	1. 
	
	
	14.

	1. 
	
	
	15.

	1. 
	
	
	16.

	1. 
	
	
	17.

	1. 
	
	
	18.

	1. 
	
	
	19.

	1. 
	
	
	20.
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